BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,

Menimbang

Mengingat

ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi,
kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan
dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan
dalam menyelenggarakan manajemen karier Pegawai Negeri
Sipil, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi
jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten  Garut (Berita Daerah  Kabupaten  Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas PeraturanBupati Garut
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN
PENGAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

13.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Instansi Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada
Daerah yang setara dengan jabatan struktural Eselon II.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Administrator adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara
dengan jabatan struktural eselon III.

Jabatan Pengawas adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara dengan
jabatan struktural eselon IV.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup
pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola
unit organisasi.
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14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan
prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Pasal 2
Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah:

a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu Jabatan;

b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan;

c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier
PNS; dan

d. sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi Pejabat
Struktural dan calon pengemban Jabatan.

Pasal 3
Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah:

a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural,

b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar
kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;

c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural dengan kompetensi
Pejabat Struktural atau calon pengemban Jabatan Struktural sehingga tercipta
Pejabat Struktural yang profesional; dan

d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

(1) Kompetensi Teknis merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.

(2) Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan
Pengawas meliputi:

a. memahami tentang kelembagaan dan tata laksana;

memahami produk hukum dan perundang-undangan di bidang
pemerintahan dan administrasi pemerintahan;

c. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
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mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi
organisasi;

memahami tugas dan fungsi organisasi serta jabatan terkait;
memahami indikator kinerja utama organisasi;
memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;

mampu mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan
solusinya,;

mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bias dikembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;

memahami ruang lingkup dan link koordinasi organisasi;

menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

menguasai tentang manajemen risiko;

menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban kinerja;

menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin
kemitraan;

menguasai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
menguasai pendayagunaan SDM dan kepegawaian;
menguasai tata kelola barang milik daerah;

mampu mendayagunakan teknologi informasi; dan

membuat inovasi atau membuat terobosan.

Pasal 5

Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, I dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

111.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017
Nomor 45);

Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Administrator (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 46);



c. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 46);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 8 - 2023

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT
ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 62



